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BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang = Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun
2020-2040;

8

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 870);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5492); /
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12.

13.

14.

15.

vndang-vndang Nomor <5 lahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun
2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5671);

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5806);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6016);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan
Industri Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
110/MIND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40/M-
IND/PER/7/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan
Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 989);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2012 Nomor 16);




16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun
2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2018 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
dan
BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

TAHUN 2020-2040.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.

4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan
perindustrian di Daerah.

5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang
mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber
daya industri sehingga menghasilkan barang yang
mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi,
termasuk jasa industri.

6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkulu
Tengah Tahun 2020-2040 yang selanjutnya disebut RPIK
adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi
dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam
perencanaan dan pembangunan Industri Kabupaten
Bengkulu Tengah untuk jangka waktu 20 Tahun.

7. Industri Unggulan Daerah adalah suatu barang atau jasa
yang dimiliki dan dikuasai oleh Daerah, yang mempunyai
nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga
kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan
pertimbangan kelayakan teknis, talenta masyarakat dan
kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber
daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial
budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.

8. Kebijakan Industri Kabupaten Bengkulu Tengah yang
selanjutnya disingkat KIK merupakan dokumen yang
memuat arah dan tindakan untuk melaksanakan Renc

a
Pembangunan Industri Kabupaten. 7 g




Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan RPIK Bengkulu
Tengah Tahun 2020-2040.
(2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
a. Pendahuluan;
b. Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan
Industri;
c. Visi Dan Misi Pembangunan Daerah serta Tujuan dan
Sasaran Pembangunan Industri Daerah;
d. Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah;
e. Penutup.
(3) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai
pedoman bagi Pemerintah Daerah, pelaku industri, dan
masyarakat dalam melaksanakan pembangunan industri Daerah
Tahun 2020-2040.

Pasal 4

RPIK disusun dengan tujuan untuk menciptakan integrasi, dan
sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan industri di
Daerah serta mewujudkan pembangunan industri yang
terencana, terukur, dan tertata guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

BAB 11
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

(1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat
rencana pengembangan Industri Unggulan Daerah.
(2) Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari :
a. industri pangan;
b. industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan;
c. industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka;
d. industri transportasi;
e. industri barang modal, komponen, bahan penolong,
dan jasa industri;
f.  industri hulu agro; dan
g. industri logam dasar dan bahan galian bukan logam.

Pasal 6

(1) Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan
pendekatan kewilayahan berdasarkan potensi sumber daya
di Daerah.

(2) Pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memberi  manfaat bagi
kesejahteraan masyarakat. f
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BAB Il
JANGKA WAKTU

Pasal 7

(1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau
kembali.
(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dalam hal terjadi:
a. perubahan kebijakan nasional;
b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah;
c. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah; dan/atau
d. perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB IV
PELAKSANAAN

. Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan industri
Daerah berdasarkan RPIK.

(2) Pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Dinas.

(3) Dalam melaksanakan RPIK, Pemerintah Daerah dapat
bekerjasama dengan pemangku kepentingan.

(4) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) mengacu pada peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang kerjasama daerah.

Pasal 9

(1) Untuk melaksanakan RPIK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, Pemerintah Daerah menetapkan KIK.
& (2) KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk
jangka waktu S (lima) tahun.
(3) KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat :

sasaran pembangunan industri;

fokus pengembangan industri;

tahapan capaian pembangunan industri;

pengembangan sumber daya industri;

pengembangan sarana dan prasarana industri;

pemberdayaan industri;

pengembangan industri prioritas serta industri kecil

dan industri menengah;

h. pengembangan perwilayahan industri; dan
i.  fasilitas fiskal dan non fiskal.

(4) KIK disusun oleh Dinas.

(5) Dalam melaksanakan penyusunan kebijakan industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas berkoordinasi
dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya.

(6) Ketentuan Ilebih lanjut mengenai KIK diatur dengan
Peraturan Bupati. ("
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Saspis.

Pasal 10

(1) KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijabarkan
dalam Rencana Kerja Pembangunan Industri Kabupaten.

(2) Rencana Kerja Pembangunan Industri Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK.

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilimpahkan kepada Dinas.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
ditujukan kepada perangkat Daerah, pelaku industri, dan
masyarakat.

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk memastikan terselenggaranya
pembangunan industri yang selaras dengan kebijakan
industri nasional dan Daerah.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

Bupati bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi dan
pelaporan atas pelaksanaan RPIK.

Pasal 13

(1) Bupati dapat melimpahkan pelaksanaan evaluasi RPIK
kepada Dinas.

(2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan perangkat Daerah
terkait.

(3) Evaluasi pelaksanaan RPIK dilaksanakan berdasarkan
jangka waktu penahapan pembangunan industri Daerah.

Pasal 14

(1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, Kepala Dinas menyusun laporan pelaksanaan
Rencana Kerja Pembangunan Industri Kabupaten dan
laporan pelaksanaan KiK.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan
disampaikan kepada Bupati setiap bulan Mei dan bulan
November.

Pasal 15
(1) Berdasarkan laporan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14, Bupati menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan RPIK 2020-2040 kepada Gubernur. # l-.




(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
pada bulan Mei dan November.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pertumbuhan industri;

b. kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik
Regional Bruto;

c. penyerapan tenaga kerja sektor industri;

d. realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk
industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah
penyelesaian sektor industri.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 16

(1) Sumber pembiayaan pelaksanaan RPIK dibebankan pada

‘ anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(2) Selain anggaran pendapatan dan Dbelanja Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pembiayaan
pelaksanaan program RPIK dapat berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Bengkulu; dan
c. Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
. dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi

pada tanggal 8 fefanoer 2020
/ BUPATI BENGKULU TENGAI-/I‘

W’

H.FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 8 Seftember 2020
SEKRETARIS DAERAH
# KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

A reQny,

EDY HERMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR.!¥
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI
BENGKULU : W /%8 /2020




FRNJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 - 2040

[. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian, terbitnya Peraturan Pemerintan Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya
disebut RIPIN 2015-2035 menempatkan industri sebagai pilar ekonomi masa
depan dan mendorong kepada pemerintah untuk mengembangkan industri
secara terencana hingga ke daerah.

Pemerintah menginginkan industri di masa depan akan menjadi
penggerak utama perekonomian di seluruh daerah. Melalui RIPIN 2015-2035
yang disusun akan menjadi pedoman bagi seluruh daerah menyamakan gerak
langkah pembangunan di sektor industri.

Sektor Industri di Kabupaten Bengkulu Tengah kini menjadi sektor nomor
empat terbesar kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
dan masih menunjukkan angka peningkatan yang lambat. Dalam upaya
mengejawantahkan RIPIN 2015-2035, disusun Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten (RPIK) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020-2040 sebagai
pedoman pemerintah kabupaten dalam menetapkan kebijakan sektoral yang
terkait dengan bidang perindustrian.

[I. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas. % (
4
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Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR

d=
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